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BUPATI MADIUN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI MADIUN 

NOMOR 41 TAHUN  2022 

TENTANG 

PEDOMAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI MADIUN, 

 
Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 ayat (3) Peraturan 

Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Tata Cara Pemeliharaan Barang Milik Daerah;  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

SALINAN 
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Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 

2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten 

Madiun Tahun 2019 Nomor 13);  

9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017 Nomor 5); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMELIHARAAN 

BARANG MILIK DAERAH. 
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 BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1  
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun. 

2. Bupati adalah Bupati Madiun. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi 

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang 

dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang 

sah. 

5. Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Bupati Madiun. 

6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang 

adalah Sekretaris Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan 

koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah. 

7. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD. 

8. Pengurus BMD yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat 

dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus BMD. 

9. Pengelolaan BMD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan 

kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, 

pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, 

penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian 

BMD. 

10. Pemeliharaan BMD adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menjaga kondisi dan 

memperbaiki semua BMD agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap 

digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. 

11. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang adalah penegasan urutan tindakan 

atau gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan terhadap barang inventaris, 

yang dengan tegas dan secara tertulis memuat macam, jenis barang, jenis 

pekerjaan, banyaknya atau volume pekerjaan, perkiraan biaya, waktu dan 

pelaksanaannya. 
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BAB II 

Barang Milik Daerah 
 

Pasal 2  
 

(1) BMD meliputi: 

a. BMD yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau 

b. BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

(2) BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b meliputi: 

a. barang  yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; 

b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; 

c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d. barang  yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap; atau 

e. barang  yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal 

Pemerintah Daerah; 

(3) Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi : 

a. kontrak karya; 

b. kontrak bagi hasil;  

c. kontrak kerjasama; 

d. perjanjian dengan negara lain/lembaga internasional; dan 

e. kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan usaha dalam penyediaan 

infrastruktur. 

 

BAB III 

PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH 

Bagian Kesatu 

Prinsip Umum 

Pasal 3   
                        

(1) Barang yang dipelihara meliputi BMD dan/ atau BMD dalam penguasaan 

Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang, baik 

yang bergerak dan tidak bergerak. 

(2) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan kuasa Pengguna Barang 

bertanggungjawab atas pemeliharaan BMD yang berada dalam penguasaannya.  

(3) Tujuan dilakukan pemeliharaan atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua BMD agar selalu dalam 
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keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil 

guna.  

(4) Dalam rangka tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah 

harus memprioritaskan anggaran belanja pemeliharaan dalam jumlah yang 

cukup. 

(5) Biaya pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada 

APBD. 

(6) Dalam hal BMD dilakukan pemanfaatan dengan pihak lain, biaya pemeliharaan 

menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari mitra pemanfaatan barang milik 

daerah. 

 
Bagian Kedua 

Bentuk Pemeliharaan Barang Milik Daerah  

Pasal 4  
Pemeliharaan BMD dapat berupa : 

a. pemeliharaan ringan meliputi kegiatan pemeliharaan yang dilakukan sehari-hari 

oleh unit pemakai/ pengurus barang tanpa membebani anggaran. 

b. pemeliharaan sedang meliputi kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang 

dilakukan secara berkala oleh tenaga terdidik/ terlatih yang mengakibatkan 

pembebanan anggaran. 

c. pemeliharaan berat meliputi kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang 

dilakukan secara sewaktu-waktu oleh tenaga ahli yang pelaksanannya tidak dapat 

diduga sebelumnya, tetapi dapat diperkirakan kebutuhannya yang mengakibatkan 

pembebanan anggaran. 

 

Bagian Ketiga 

Tata Cara Pemeliharaan Barang Milik Daerah  

     
Pasal 5  

 

(1) Pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berpedoman pada 

daftar kebutuhan  pemeliharaan BMD. 

(2) Daftar kebutuhan pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan bagian dari daftar kebutuhan BMD. 

 

Pasal 6  

(1) Kuasa pengguna barang wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang 

berada dalam kewenangannya. 

(2) Kuasa pengguna barang melaporkan hasil pemeliharaan barang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Pengguna Barang untuk dilakukan 
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penelitian secara berkala setiap enam bulan/per semester. 

(3) Pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang 

dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. 

(4) Daftar hasil pemeliharaan barang yang disusun pengguna barang atau pejabat 

yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan untuk 

melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah. 

(5) Penelitian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap: 

a. anggaran belanja dan realisasi belanja pemeliharaan; dan 

b. target kinerja dan realisasi target kinerja pemeliharaan. 

(6) Pengguna barang melaporkan/ menyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang 

tersebut kepada pengelola barang secara berkala. 

 

  Pasal 7 

(1) Dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis BMD dilakukan pencatatan kartu 

pemeliharaan/perawatan yang dilakukan oleh pengurus barang/pengurus barang 

pembantu.  

(2) Kartu pemeliharaan/perawatan sebagaimana dimkasud pada ayat (1) memuat : 

a. nama barang; 

b. spesifikasinya; 

c. tanggal pemeliharaan; 

d. jenis pekerjaan atau pemeliharaan; 

e. barang atau bahan yang dipergunakan; 

f. biaya pemeliharaan; dan 

g. hal lain yang diperlukan.  
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BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun. 

 

Ditetapkan di Caruban 

pada tanggal 12 Oktober 2022     

BUPATI MADIUN, 

            ttd. 

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO 

 
Diundangkan di Caruban 

pada tanggal 12 Oktober 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MADIUN, 

            ttd. 

TONTRO PAHLAWANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022 NOMOR 42 

Salinan sesuai dengan aslinya 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat 

elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE),  
Badan Siber dan Sandi Negara 
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